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KEPUTUSAN INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4/ 42 /KEP/INPT/2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PELAKSANAAN
PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN
PADA INSPEKTORAT PROVINS] KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

INSPEKTUR PROVINS| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

~Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) dan ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menyusun dan
menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung tfentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan
Penyusunan lkhtisar Laporan Hasil Pengawasan pada Inspektorat Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
vang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomior 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
: sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang};f}domor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 41 50);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 217, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4033);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawsb Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400):

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);



8. Undang«Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654):

7. Undang-Undang Nomor 5. Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494):

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik (ndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

™ diubah beberapa kali terakhir dengan Undang~Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- Nomor 5679)

23 Undang-Undahg Noemor 30 Tahun 2014 tentang  Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan FPengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9
Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi
dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;

13. Peraturan Menter] Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah:

14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2010
teniang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi KepulauanBangka Belitung;

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun
2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provins; Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2013 Nomor 1 Seri D
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 44 Tahun 2013

tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung (Berita Daerah FProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013
Nomor 11 Seri D) ‘

17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 22 Tahun 2016
tentang  Pedoman Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia Dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
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MEMUTUSKAN:

Menstapkan . KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
» TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PELAKSANAAN
PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN PADA

INSPEKTORAT PROVINS| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
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.. “Pengawasan Intern Pemerintal
“Belitung dalam pelaksanaan menyusun ikhtisar laporan hasil pengawasan.

Standar Operasional dan Prosedur Pelaksan

Hasil Pengawasan pada Inspektorat Provinsi Kepuiauan Bangka Belitung

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

aan Penyusunan lkhtisar Laporan

Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Penyusunan |khtisar Laporan
Hasil Pengawasan pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Aparat

1 pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan }
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pe
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketentuan apabila
netapannya akan

: Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal G Juni 2016
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

NOMOR 188.44/ 1 /KEP/INPT/2016
TANGGAL {0 JUNI 2016

BAB |
PENDAHULUAN

Y.

LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi

diperlukan koordinasi Pengawasan yang bersifat menyeluruh, Pengertian koordinasi
pengawasan yang bersifat menyeluruh adalah koordinasi yang meliputi tahap perumusan
Kebijakan perencanaan, pelaksanaan,: pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil
pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Koordinasi pelaporan  hasil Pengawasan sebagai bagian dari koordinasi
Pengawasan yang menyeluruh merupakan mata rantai koordinas; yang penting, karena
melalui suatu sistem pelaporan hasil pengawasan yang menyeluruh akan diperoleh
gambaran tentang kinerja hasil pengawasan APIP pada tingkat nasional yang belum
terwujud sampai dengan saat inj. Koordinasi pengawasan intern pemerintah di pusat dan
daerah baru terwujud dalam bentuk penyusunan program kerja’ pengawasan tahunan
(PKPT). Informasi tentang kinerja pengawasan tingkat nasional sangat diperlukan dalam

rangka menghasilkan umpan balik untuk meningkatkan kinerja pengawasan intern
pernerintah, baik pusat maupun daerah.,

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
dan bupati/walikota bertanggung jawab atas

Pengendalian”Intern dij lingkungan masing-masing. Uniuk memperkuat dan menunjang
efektivitas Sistem Pengendalian Intern lersebut dilakukan pengawasan intern atas
penyelenggaraan tugas dan fungsiinstansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan
negara.

Pengawasan intern tersebut dilakukan oleh Aparat Fengawasan Intern Pemerintah
(APIP) yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
Inspektorat Jenderal (Itien) atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan
pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

PP Nomor 80 Tahun 2008 Pasal 54 mengatur bahwa setelah melaksanakan tugas
pengawasan, APIP wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya
Kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Selain itu, ARPIP wajib menyusun dan
menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan dengan mekanisme pelaporan diatur
lebih lanjut sebagai berikut:
> Secara berkala, BPKP menyusun dean menyampaikan ikhtisar laporan hasil

pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada MenPAN & RB.
> Secara berkala, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional
melaksanakan  pengawasan intern,  Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat
Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan
kepada menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan
kewenangan dan tanggung jawabnya dengan tembusan kepada MenPAN & RB.
Untuk mewujudkan sistem pelaporan yang terpadu dan bersinergi antar hasil
pengawasan APIP Pusat dan Daerah, maka perlu disusun suatu standar operasional dan
prosedur pelaksanaan penyusunan ikhiisar laporan hasil pengawasan APIP dengan
format yang sama yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah.

pengawasan intern pemerintah,

(PP) Nomor 80 Tahun 2008 tentang
menteri/pimpinan lembaga, gubernur,
efeklivitas penyelenggaraan Sistem
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Il TUJUAN

5,

Tujuan penyusunan standar cperasional dan prosedur pel

aksanaan penyusunan
ikhtisar laporan hasil pengawasan pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
adalah:

* Memberikan arahan tentang bentuk
bagi seluruh APIP.

* Mempermudah pelaksanaan
dilaksanakan oleh APIP,

* Menjadi*bahan utama penyusunan |
pemerintah kepada gubernur,

I SASARAN

ikhtisar laporan hasil pengawasan yang seragam
evaluasi regional tentang hasil pengawasar, intern yang

aporan berkala evaluasi hasjl pengawasan intern

Sasaran standar operasional dan prosedur

laporan hasil pengawasan pada Inspektorat Provin
adalah; '

» Terwujudnya koordinasi pengawasan APIP yang efektif dan efisien;

* Tersedianya informasi hasil pengawasan APIP sebagai dasar untuk di
pemantauan dan evaluasi:

* Terwujudnya laporan pengawasan APIP kepada gubernur,
—~IV. RUANG LINGKUP

pelaksanaan penyusunan ikhtisar
si Kepulauan Bangka Belitung ini

lakukan

Standar operasional dan prosedur pelaksanaan penyusunan ikhtisar laporan hasil
pengawasan ini berlaku untuk Inspektorat Provins; Kepu!guan Bangka Belitung.

BNt
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BAB ||
FORMAT DAN CARA PENGISIAN IKHTISAR LAPORAN

Format dan cara pengisian Ikhtisar Laporan Hasil Pen
rekapitulasi hasil pengawasan AP|P pada s
Program Kerja Pengawasan Tahunan
berikut:

gawasan APIP yang merupakan
uatu periode, baik yang dilaksanakan berdasarkan
(PKPT) maupun yang di luar PKPT, adalah sebagai

A, Formatlkhtiséri.aporan
Format Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP adal
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
RINGKASAN UNTUK PIMPINAN
BAB | INFORMASI UMUM
A. Dasar Hukum
B. Struktur Organisas;
C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan
D. Program Pengawasan dan Realisasinya
. BABII HASIL PENGAWASAN
A. Audit
1. Audit Kinerja
2. Audit Dengan Tujuan Tertentu
B.'"Reviu
C. Evaluasi
D. Pemantauan
E. Kegiatan Pengawasan Lainnya
BAB Il HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI
B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan AP|P
BAB IV HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

BAB V SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI
A. Simpulan

B. Hambatan
C. Rekomendasi
LAMPIRAN-LAMPIRAN

ah sebagai berikut:

B. Cara Pengisian

1. RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

Diisi dengan hasil analisis dan rekomendasi berda
dilakukan oleh APIP selama satu semester (
pemantauan tindak lanjut dan penanganan pengaduan masyarakat. Untuk semester ||
merupakan akumulasi dari semester | atau sama dengan laporan tahunan.
¢ Untuk audit kinerja dan audit investigatif diisi dengan rincian 3 (tiga) besar kelompok
temuan dan 14 (empat belas) jenis rekomendasi yang paling dominan.
* Untuk audit dengan tujuan tertentu yang bersifat investigatif diuraikan mengenai
jumlah yang diaudit dan persentase hasil audit investigatif yang terbukd.
o Untuk reviu atas laporan keuangan diuraikan mengenai jumlah laporan keuangan

objek reviu dan persentase hasil reviu yang mendapat pernyataan tanpa paragraf
penjelas.

* Untuk evaluasi diberikan penielasan jum
evaluasi.

sarkan hasil pengawasan yang
semester | dan semester |1) termasuk hasil

lah objek yang dievaluasi serta hasil
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Untuk pemantauan diberikan penjel

asan jumlah objek yang dipantau serta hasi|
pemantauannya.

Untuk kegiatan pengawasan lainnya diuraikan berdasarkan
pengawasan lainnya dan hasilnya.

Untuk pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI, dijelaskan mengenai
jumlah temuan serta persentase temuan yang sudah ditindak
belum ditindaklanjuti

Untlk:pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan APIP, dijelaskan mengenai

jumlah femgan serta persentase temuan yang sudah ditindaklanjuti, dalam proses,
belum ditindaklanjuti. '

jenis-jenis kegiatan

lanjuti, dalam proses,

Untuk penanganan pengaduan masyarakat, dijelaskan berapa jumlah pengaduan

yang masuk dan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan status tindak
lanjut selesai benar dan tidak benar serta masih dalam proses.

BAB | : INFORMASI UMUM

Diisi dengan informasi-informasi yang relevan sesuai dengan kondisi APIP masing-
masing, meliputi:

a.

B.

Dasar Hukum

Diisi dengan landasan hukum pelaksanaan tugas pengawasan oleh APIP.
Struktur Organisasi

Diisi dengan bagan organisasi APIP, dengan menyebutkan nama jabatan dan nama
pejabatnya.

Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan

Diisi dengan tujuan penyusunan ikhtisar laporan ini.

Program Pengawasan dan Realisasinya

Diisi dengan program kerja pengawasan semesteran serta realisasinya pada
semester yang bersangkutan, baik yang berdasarkan PKPT maupun non PKPT

serta dijabarkan untuk setiap jenis kegiatan pengawasan yang dibuat dalam
Tabel 1.

Tabel 1
Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya
Berdasarkan PKPT dan Non PKPT
Semester ... Tahun ...

PKPT Non PKRT:
Target Realisasi Reallsasi:
. Pengawasan Pengawasan Pengawasan
No PKegxatan: Jumlah o
engawasan dana OP Jumlah dana Jumlah dana
Jugg;h, ~ yang Jug\;ah OP yang Juggah OP yang
diawasi diawasi {Rp) dlawasi (Rp)
(Rp)
1 2 3 3 5 9 7 8
A | Audit
-Kinerja
L -ADTT
8. | Reviu
C | Evaluasi
D | Pemantauan
E | Kegiatan
Pengawasan
Lainnya
Jumiah
Keterangan:

a, OP =0bjek Pengawasan

b. Realisasi pengawasan diisi berdasarkan jumlah laporan hasil pengawasan yang diterbitkan
.¢. ADTT = Audit Dengan Tujuan Tertentu
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Petunjuk Pengisian Tabel! 1.

Kc;!qm diatas terdiri dari target pengawasan dan realisasi pengawasan masing masing
diisi dengan jumlah objek pengawasan dan jumiah dana yang diawasi.

Yang dimaksud dengan jumlah objek pengawasan (kolom 3) adalah jumlah objek
pengawasan yang dilakukan untuk semester 1 yang bersangkutan yang tercermin
daiamjjiaporaﬂ pengawasan individual vang dilacukan. Untuk semester 2 jumlah objek

pengavy‘.,:gg’;an harus diisi dengan jumlah secara akumulasi untuk semester 1 dan
semester 2.

Yang dimaksud dengan jumlah dana OP yang diawasi (
anggaran yang tertera untuk objek yang menjadi *target
pengawasan adalah kegiatan SKPD maka jumlah dana OP adalah jumlah anggaran
untuk kegiatan tersebut untuk tahun yang bersangkutan. Jika objek pengawasan yang

menjadi target adalah Satker maka jumlah dana OP adalah jumlah anggaran untuk
Satker tersebut untuk tahun yang bersangkutan.

kolom 4) adalah jumlah
pengawasan. Jika objek

Untuk kolom (5), (8), (7), dan (8) berisi realisasi junﬁlah objek pengawasan dan dana
yang diawasi sampai dengan semester yang bersangkutan.

3. BAB Il : HASIL PENGAWASAN

Bab ini menginformasikan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan baik berdasarkan
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun Non PKPT. Hasil kegiatan
pengawasan yang dilaporkan meliputi:
a. Audit
1) Audit Kinerja

* Untuk kegiatan audit kinerja dilakukan berdasarkan kode etik aan standar audit
serta analisa hasil pengawasan terhadap atribut-atribut temuan hasil audit
Kinerja yang meliputi kondisi temuan dan rekomendasi, sebagaimana terlihat
dalam lampiran 2, Petunjuk Pelaksanaan ini.
Laporan hasil audit kinerja harus mencantumkan kode etik dan standar audit
yang digunakan.
Data dan informasi yang disampaikan meliputi: ,
a) Jumlah kejadian per masing-masing sub kelompok temuan disajikan sesuaij

Tabel 2,
Tabel 2
Temuan Hasil Audit Kinerja AP!P
Semester ... Tahun ...
No Sub Kelompok Temuan *) Kode Jumlah % | Nilai
Temuan | Kejadian (Rp)
1 2 3 4 5 6

Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan 1.00.00
i Kerugian negara/daerah atau kerugian | 1.01.00
negara/daerah yang terjadi pada perusahaan
milik negara/daerah :
2 | Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian | 1.02.00
negara/daerah yang terjadi pada perusahaan
milik negara/daerah

3 | Kekurangan penerimaan negaraldaerah alau | 1.03.00
perusahaan milik negara/daerah
4 | Administrasi 1.04.00
L5 | Indikasi tindak pidana 1.05.00




Subtotal Kejadian ,
Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian 2.00.00
intern
1 | Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan | 2.01.00
petaporan
2 Kéienﬁéhan sistem pengendalian pelaksanaan 2.02.00
apgﬂgafanﬂpendapatan dan belanja
3 | Kelemahan struktur pengendalian intem 2.03.00
Subtotal Kejadian
Temuan 3 E 3.00.00
1 | Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan | 3.01.00
2 | Ketidakefisienan 3.02.00
3 | Ketidakefektifan 3.03.00
Subtotal Kejadian |
Jumlah Kejadian

*) Rincian kode sub kelompok temuan dapat dilihat pada Lampiran 2.1 Kode Atribut

Temuan

Petunjuk pengisian Tabel 2.

Tabel 2 khusus untuk temuan audit kinerja APIP tiap semester. Untuk semester 2,
semua data merupakan akumulasi dari semester 1 dan 2. Jumlah kejadian (kolom 4)
diisi secara kuantitatif kejadian sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit
kinerja. Satu laporan hasil audit kineria dapat menghasilkan beberapa temuan
sekaligus. "Nilai rupiah (kolom 6) diisi jika terdapat nilai rupiah yang muncul dalam

temuan di laporan hasil audit kinerja.

b) Jumlah kejadian per masing-masing sub kelompok rekomendasi disajikan

sesuai Tabel 3.

Tabel 3

Rekomendasi Temuan Hasil Audit Kinerja APIP

Semester... Tahun...

No Sub Kelompok Temuan *) Kode Jumlah % | Nilai
Temuan | Kejadian (Rp)
1 2 3 4 5 6
Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan 1.00.00
1 Kerugian negara/daerah  atau  kerugian | 1.01.00
negara/daerah yang terjadi pada perusahaan
milik negara/daerah
2 | Potensi kerugian negara/daerah alau kerugian | 1.02.00
negara/daerah yang terjadi pada perusahaan
milik negara/daerah
3 | Kekurangan penerimaan negara/daerah atau | 1.03.00
perusahaan milik negara/daerah
4 | Administrasi 1.04.00
5 | Indikasi tindak pidana 1.05.00




Temuan Kelemahan Sistem Pengendallan

2.060.00
Intern
1 | Kelemahan sistern pengendalian akunlansi dan | 2.01.00
pelaporan
2 | Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan 2.02.00
anggaran pendapatan dan belanja
3 | Kelemahan strukiur pengendalian inlern 2.03.00
| - Subtotal Kejadian
| Temuan 3 E 3.00.00
Ketidakhematan/pemboresaniketidakekonomisan | 3.01.00
2 | Ketidakefisienan 3.02.00
Ketidakefeklifan 3.03.00

Subtotal Kejadian

Jumiah chadian

*) Rincian kode sub kelompok temuan dapat dilihat pada Lampiran 2.1 Kode Atribut
Temuan

Petunjuk pengisian Tabel 3.

Tabel 3 khusus untuk rekomendasi temuan audit kinerja APIP tiap semester. Untuk
semester 2, semua data merupakan akumulasi dari semester 1 dan 2. Jumlah kejadian
(kolom 4) diisi secara kuantitatif kejadian yang menjadi rekomendasi sebagaimana
tercantum dalam laporan hasil audit kinerja. Dalam satu laporan hasil audit kinerja dapat
menghasilkan beberapa rekomendasi sekali gus. Persentase rekomendasi (kolom 5)
diisi sesuai dengan proporsi jumlah kejadian dari tctal kejadian. Nilai rupiah (kolom 6)
diisi jika terdapat nilai rupiah yang muncul dalam rekomendasi di laporan hasil audit

Kinerja. .

2) Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

* "Audit dengan tujuan tertentu dilakukan berdasarkan kode etik dan standar audit.
o Data yang disampaikan adalah jumlah pengawasan melalui audit dengan tujuan
tertentu yang dilaksanakan pada semester yang bersangkutan dan dirinci sesuai

jenis auditnya, misalnya:

o Audit investigatif;

o Audit atas hal-hal lain di bicang keuangan:;
o Audit atas hal-hal lain di bidang kepegawaian.

Laporan menjelaskan target dan realisasi audit sesuai dengan tabel 4 dan harus

mencantumkan kode etik dan standar audit yang digunakan.

Tabel 4
Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Jenis Audit
Semester ... Tahun ...
PRPT Non PKPT
. Target Audit Realisasl Audit Reallsas! Audit
No g:s;aat;n.rﬁ;?; Jumlah Jumiah Jumlah
Tertentu Jumlah d:;na::‘gA Jumlah da‘;’:ngA Jumlah da;\;h;:)A,
OA diaudit DA diaudit OA diaudit
(Ro) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 [}
A | Augit Investigatif
8- | Audil atas hal-hal lain di
bidang keuangan
C | Auditatas hal-hal lain dit
bidang kepegawaian
D | AudiL...
Keterangan:

a.0A = Objek Audit
b.Realisasi audit diisi berdasarkan jumlah laporan hasil audit yang diterbitkan



Petunjuk pengisian Tabel 4.

Kolom (3) dan (4) terdiri dari target audit dengan tujuan tertenty dan realisasi audit
dengan tujuan tertentu masing masing diisi dengan jumlah objek audit dengan tujuan
tertentu dan jumiah dana yang diaudit. Yang dimaksud dengan jumlah objek audit
(kolom 3) adalah jumlah audit yang dilakukan untuk semester 1 yang bersangkutan
yang tercermin dalam laporan hasil aydit dengan tujuan tertenty yang dilakukan. Untuk
semester 2 jumlah objek audit dengan tujuan tertenty harus diisi dengan jumlah secara
akumuig,s,j_i;_gntuk semester 1 dan semester 2. Yang dimaksud dengan jumlah dana OA
yang diauﬁﬁ.(__kolom 4) adalah jumiah anggaran yang tertera untuk objek yang menjadi
target audit dengan tujuan tertentu. Jika objek audit dengan tujua

untuk tahun yang bersangkutan. Jika objek audit dengan tujuan tertenty yang menjadi

target adalah Satker maka jumlah dana OA adalah jumlah anggaran untuk Satker
tersebut untuk tahun yang bersangkutan. Jika objek audit dengan tujuan tertenty tidak
memiliki anggaran dana, maka angka tersebut diisi dengan angka 0. Untuk kolom (5),

(6), (7), dan (8) berisi realisasi jumlah objek audit dengan tujuan tertenty dan dana yang
diaudit sampaij dengan semester yang bersangkutan.

* Untuk audit investigatif dapat dilaporkan hal-hal sebagaimana dinyatakan dalam

tabel 5.
Tabel 5
Jumlah Objek Audit Investigatif
Semester .., Tahun ...
S :
. Keterangan Jumlah
o 1 7

-Jumlah objek audit invesligatif

- Jumlah audjt investigatif berindikasi Tindak Pida_na Korupsi (TPK)

% audit investigalif berindikasi Tindak Pidana Koru£§3 (TPK)

+ Hasil audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)
ke Instansi Penyidik dilaporkan sebagaimana tabel 6.

yang dilimpahkan

Tabel 6
Audit Investigatif yang Dilimpahkan ke Instansi Penyidik
Semester ... Tahun ..,

P T o T onrs T .
Instansi Penyidik | Kasus | v | Potensi Kerugian Negara™)

Rupiah Valas™
1 - - 4 5 !
Kepolisian i
Kejaksaan
KPK

- e i | i h"—"ﬁ““—‘-——*_,
Jumlah e ]

*) yang dimaksud dengan pot
akan ditimbulkan,

* diawali dengan simbol mata vang valuta asing (valas)

ensi kerugian negara adalah nilaj kerugian negara yang mungkin

Petunjuk pengisian Tabel ¢,

Untuk kasus (kolom 2) diisi dengan jumlah kasus yang dilimpahkan ke instans;j penyidik.
Satu laporan hasjl audit investigatif dapat menghasilkan beberapa kasus yang
dilimpahkan ke instans; penyidik. Nilai potensi kerugian negara (kolom 4 dan S) diisi
dengan jumlah Kerugian negara yang mungkin akan ditimbulkan.
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e
e

P _ » Tindak lanjut kasus oleh instans; penyidik atas kasus yang dil

T impahkan ke instansi
penyidik dapat dilaporkan sebagaimana Tabel 7.

Tabel 7
Tindak Lanjut Oleh Instansi Penyidik
Semester ... Tahun ...

wastis | % Potensi Kerugian Negara

Rupiah Valas™] Keterangan
2 3 4 3 5
Dihentikan
Dilimpahkan ke pengadilan
Penuntutan
Diputus™)
Jumiah

*) jika sudah diputuskan oleh pengadi[an‘ maka potens;
pengadilan

**) diawali dengan simbol mata uang valuta asing (valas)

kerugian diisi dengan nilai putusan final

Petunjuk pengisian Tabel 7.

Untuk kasus (kolom 2) diisi dengan jumlah kasus yang telah ditindaklanjuti oleh instansi
penyidik. Nilai potensi kerugian negara (kolom 4 dan 5) diisi dengan jumlah Kerugian
negara yang mungkin akan ditimbulkan. Untuk keterangan (kolom 8) diisi dengan
hambatan yang terjadi, dan dinyatakan pula dalam bab V huruf B tentang Hambatan.

Tabe!l 8
Kode etik dan Standar audit yang digunakan
dan}‘s(?adnedzsl;udit Dasar peraturan perundang-undangan
1 2

Petunjuk pengisian Tabel 8.

Untuk Kode etik dan standar audit (kolom 1) diisi dengan kode etik dan standar audit
yang digunakan. Dasar peraturan perundang-undangan (kolom 2) diisi dengan

~<

peraturan yang melandasi kode etik dan standar audit yang digunakan.

L b. Reviu

* Reviu atas laporan keuangan hasilnya berupa Pernyataan Telah Direviu Tanpa
Paragraf Penjelas dan Pernyataan Telah Direviu Dengan Paragraf Penjelas

 Data yang disampaikan adalah jumlah objek reviu dan jumlah pernyataan reviu
untuk masing-masing objek sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 9.

* Jumlah objek yang direviu merupakan jumlah seluruh entitas akuntansi yang ada
di institusi yang menjadi kewajiban APIP.

Tabel 9
Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu
Semester ... Tahun ...
Keterangan Jumlah
1 2

Jumiah objek yang seharusnya direviu
Jumlah objek yang direviu
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf nenjelas
Objek yang mendapat peryataan dengan paragraf penjelas




 Untuk reviu selain reviu atas laporan keuangan dilaporkan hasil reviu yang
dilakukan oleh APIP.

 Informasi yang disampaikan bersifat naratif, deskriptif dan dapat juga
disampaikan secara kuantitatif dan dalam bentuk tabel apabila mungkin.

¢. Evaluasi

° EvaluaS| dilakukan secara berkala antara lain terhadap:
- sttem Pengendalian Intern (SP1).
- Stru<tur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis.
- Akuntabilitas Kinerja instansi.
+» Data yang disampaikan adalah hasil evaluasi yang dilakukan oleh APIP,
 Informasi yang disampaikan bersifat naratif, deskriptif dan dapat juga
disampaikan secara kuantitatif dan dalam bentuk tabel apabila mungkin.

d. Pemantauan

+ Data yang disampaikan adalah hasil pemantauan yang dilakukan oleh APIP.
¢ Informasi yang disampaikan bersifat naratif, deskriptif dan dapat juga
disampaikan secara kuantitatif dan dalam bentuk tabel apabila mungkin,

e. Kegiatan Pengawasan Lainnya
+ Data yang disampaikan adalah hasil kegzatan pengawasan lainnya yang

dilakukan oleh APIP, meliputi:

Sosialisasi mengenai pengawasan,

Pendidikan dan pelatihan pengawasan,

Pembimbingan dan konsultansi,

Pengelolaan hasil pengawasan,

Pemaparan hasil pengawasan.

« Hasil Kegiatan pengawasan lainnya dilaporkan sebagaimana tabel 10.

» Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya mungkin saja berdasarkan PKPT
atau non PKPT misalnya asistensi atas permintaan objek pengawasan. Jika
pelaksanaannya berdasarkan PKPT, maka perbandingan antara target dan
realisasi perlu dicantumkan dalam laporan.

* Informasi yang disampaikan bersifat naratif, deskriptif dan dapat juga
disampaikan secara kuantitatif dan dalam bentuk tabel apabila mungkin.

Y VYV Y Y

Tabel 10
Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Lainnya
Semester ... Tahun ...

s Belanja (Rp) Keluaran ;
— s eterangan
segiafon Anggaran | Realisasi | Rencana | Realisasi | Satuan B “
2 3 4 5 6 i 8

Sosialisasi mengenai psngawasan,

Pandidikan dan pelatihan pengawasan,

Pembimbingan dan-konsultasi,

Pengelolaan hasil pengawasan,

O O B ] = =

Pemaparan hasil pengawasan

..........

Petunjuk pengisian Tabel 10.
Untuk kolom (3) dan (4) diisi dengan anggaran dan realisasi belanja untuk masing-
masing kegiatan pengawasan lainnya. Untuk kolom (5) dan (6) diisi dengan rencana

dan realisasi keluaran (output) yang diinginkan, sedangkan kolom (7) diisi dengan
satuan keluaran.
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Calam melaksanakan audit dan evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern, auditor

harus memahami dan menguji serta mengungkapkan dalam laporan hasil audit dan
evaluasi. Informasi yang dilaporkan tersebut, sebagaimana Tabel 11.

Tabel 11
Jumlah Objek Audit/Evaluasi yang telah/beium menerapkan SP|
Semester ... Tahun ...

: Keterangan Jumlah

. i 2
Jumlah-objek yang di audit/evaiuasi

Jumlah objek yang telah mernerapkan SPI sesuai ketentuan
Jumiah objek yang belum menerapkan SP| sesuai ketentuan

4. BAB Il : HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI

o Pada prinsipnya, pelaporan . mengikuti Pedoman Umum Pelaksanaan,
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

N Fungsional  sebagaimana diatur dalam ' Peraturan Menteri Negara
k Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009,
+ Format pélaporan seperti pada lampiran 3.
B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP
« Pada prinsipnya, pelaporan mengikuti Pedoman Umum Pelaksanaan,
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Fungsional sebagaimana diatur dalam  Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009,
+» ‘Format pelaporan seperti pada lampiran 3.
5. BAB IV : HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
» Bab ini melaporkan hasil penanganan atas pengaduan masyarakat yang diterima
secara langsung oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan yang
o disalurkan oleh instansi pembina.
o

» Format laporan disesuaikan dengan Pedoman Umum Penanganan Pengaduan

Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Per. Meneg. PAN
Nomor PER/05/M.PAN/4/2009.

¢ Format pelaporan seperti pada Lampiran 4.

Petunjuk pengisian Lampiran.

¢ Dalam Lampiran status tindak lanjut yang berjudul dalam proses (kolom 5), meliputi
pengaduan yang belum ditindaklanjuti dan pengaduan yang masih dalam proses
tindak lanjut.

» Yang dimaksud dengan sanksi (kolom 8, 9, 10, dan 11) dalam Lampiran adalah
rekomendasi/saran.
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6. BABV: SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

Bab ini terdiri dari:
A. Simpulan

Simpulan berisi ringkasan kondisi APIP yang meliputi hasil-hasil yang dicapai
setg?agaimana dilaporkan dalam BAB Il sampai dengan BAB IV. Dapat juga
dilengkapi dengan penilaian sendiri (self assesment) terhadap kinerja APIP

B. Hanbatan

Diisi déngan masalah dan hambatan yang ditemui selama pelaksanaan

pen'gawasan, pemantauan tindak lanjut serta penanganan pengaduan masyarakat.
C. Rekomendasi

Sesuai dengan materi simpulan, maka rekomendasi dapat disusun dengan maksud

memberikan umpan balik untuk peningkaten kinerja APIP maupun Kinerja objek

pengawasan, Rekomendasi agérr iebih ditekankan pada upayaupaya vyang

diperlukan untuk mengatasi hambatan dan masalah dalam pelaksanaan tugas APIP,



BAB il
PELAPORAN

Petunjuk Pelaksanaan ini mengatur format ikhtisar laporan hasil pengawasan APIP yang
harus disusun sgcara berkala oleh Inspektorat Provinsi. Akan tetapi untuk menghasilkan suatu

ikhtisar laporan lﬁggj}fpengawasan APIP yang bersifat menyeluruh, maka petunjuk pelaksanaan

ini mengatur juga”i‘f:i’rn}at penulisan, distribusi ikhtisar laporan hasil pengawasan, dan wakiu
penyampaian ikhtisar laporan hasil pengawasan APIP sebagai berikut;

A. Format Penulisan :
Laporan diketik di atas kertas A4 80 gram, dengan huruf Arial besar huruf 12.

B. Waktu Penyampaian Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampalikan Ikhtisar Laporan Hasil
Pengawasan semester | selambat-lambatnya tanggal 1 September tahun yang sama,

sedangkan untuk semester 1, yang merupakan akumulasi dari semester I, diserahkan
selambat-lambatnya tanggal 1 Maret tahun berikutnya.

- . Distribusi lkhtisar Laporan Hasil Pengawasan

Inspektorat  Provinsi menyampaikan lkhtisar Laporan Hasil Pengawasan atas

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada
MenPAN & RB dan ltjen Kemendagri.



BARB IV
PENUTUP

Dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan lkhtisar Laporan Hasil Pengawasan
APIP ini diharapkan kinerja APIP dapat dipantau dan dievaluasi secara intensif. Dalam pelaporan
ini sangat diharapkan kerja sama dan kedisiplinan APIP. Tanpa adanya kerja sama dan
kedisiplinan ters‘épq;f- tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan lkhtisar Laporan
Hasil Pengawasan ‘APIP akan sulit dicapai. Melalui penyusunan lkhtisar Laporan Hasil
Pengawasan APIP maka tingkat kinerja, masalah, dan hambatan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah dapat diketanui secara terinci. Informasi ini

diharapkan berguna untuk meningkatkan kinerja pengawasan intern pemerintah dalam rangka
mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik.
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Lampiran 2 Kode Atribut
Lampiran 2.1 Kode Atribut Temuan Audit

.

KODE ATRIBUT TEMUAN AUDIT

Kel| Sub | Jenis Deskripsi Alternatif
Kel o Rekomendasi
KODE TEMUAN
1 Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan
01 Keruglian negara/daerah atau kerugian negaral/daerah
vang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah
01 | Belanja dan/atau pengadaan barang/jasa fiktif 1.5 8,11, 12
02. | Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan 1, 55 1% 12
pekerjaan.
03 | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang 1,3, 5,9 H,
12
04 | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekeraan 1,3, 5,8, H,
dan/atau barang 12
05 | Pemahalan harga (Mark up) 1,59, 1,12
06 | Penggunaah uang/barang untuk kepentingan pribadi 1.2,9,9, L
‘ 12
07 | Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas 1,5,9, 11,12
ganda dan/atau melebihi slandar yang ditstapkan
08 | Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan L )
Kenlrak
09 | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan 1.5,9,19, 192
10 | Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet t,5,8, 11 12
11 | Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau 1,8,8, 1, 12
penetapan kompensasi kerugian
12 | Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah lidak T 89,1, 12
- | sesuai ketentuan dan merugikan nagara/daerah
13 | Pengenaan ganti kerugian negara belum/lidak dilaksanakan | 1, 2, 3. 5, 9, 11,
| sesuai ketentuan - 12
14 | Entitas belum/tidak melaksanakan tuntutan parbendaharaan 2364 11,
(TP) sesual ketentuan 17
15 | Penghapusan hak tagih tidak sesuai kefen{uan T, 57,9, %1,
12
16 | Pelanggaran ketentuan pemberian diskon penjualan - 1,89 1,12
17 | Penentuan HPP (harga pokok pembelian} terlaiu rendah e, 5, 1,12
sehingga:penentuan harga jual lebih rendah dari yang ' T
seharusnya
18- | Jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, 1.8, 9,14, 12
| pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak dapat
| dicairkan '
19 | Penyetoran penerimaan negara/daerah dengan bukti fiktif . 11, 5,9, 11,12
02 Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian
negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik
negara/daerah
01 | Kelebihan pembayaran dalarm pengadaan barang/asa tetapi |5, 9, 12
pembayaran pekerjaan belum ditakukan sebagian atau
seluruhnya
02" | Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan 3.6,9 12
barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa
pemeliharaan
03 | Aset dikuasai pihak lain 2,589 12
04 | Pembelian aset yang berstatus sengketa 5.6,9, 12
05 | Aset tidak diketahui keberadaannya 1 2,5,6,9,12




06 | Pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan 56,9, 12
pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak
sesuai ketentuan
07 | Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk 5,6; 9,12
menyerahkan aset kepada negara/daerah
08 | Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak 5, 8,12
tertagih
09 | Penghapusan piutang lidak sesuai kelentuan 5,7,9, 1%, 12
: 10.#| Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untulk 1,8, 9, 8,179,
.| pekerjaan yang belum selesai 12
03 " | Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan
4 | milik negara/daerah
01 | Penerimaan negara/daerah atau denda keerlambatan 16,9, 11,12
| pekerjaan belum/lidak diletapkan dipungutditerimaldisetor ke
| kas negara/daerah atau perusahaan miiik negara/daerah
02 | Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah 5 6 3 12
03 | Dana Perimbangan yang lelah ditetapkan belum masuk ke 1,58,6,8,12
| kas daerah
04 | Penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh 1.5, 8.9 11,
| instansi yang tidak berhak ) 12
05 | Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan 1.5.8.8 12
06 | Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS 1,5,6,8 12
07 | Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah 1,5,6,9,12
., 04 Administrasi
‘ 01 | Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak 56,9 12
lengkap/tidak valid)
02 | Pekerjaan dilaksanakan mendahului konlrak atau penetapan | 5, 9, 12
anggaran ' :
03 | Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai kelentuan (tidak |5, 6, 9, 13
menimbulkan kerugian negara)
04 | Pemecahan kontrak uniuk menghindari pelelangan 5.6 .9 12
05 | Pelaksanaan lelang secara performa 59,12
06 | Penyimpargan terhadap peraturan perundang-urdangan 4,5 6,9, 13
bidang pengelolaan petlengkapan atau barang mifik
negara/daerah/perusahaan
07 | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan 5.9, 12
bidang lertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan,
perpajakan, dll
08 | Koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum 6,9
08 | Pembentukan cadangan piutang, perhilungan penyusutan 5, 6,9 12
atau amortisasi tidak sesuai ketentuan
10 | Penyeloran penerimaan negara/daerah atau kas di 59
bendaharawan ke kas negara/daerah melebihi batas wakiu
vang ditentukan :
11 | Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi | 5, 9
batas waklu yang ditentukan
12 | Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran 1,586,812
belum/tidak diselor ke kas negaral/daerah :
13 | Pengeluaran investasi pemerintah lidak didukung buktiyang | 5, 6, 9, 12
sah
14 | Kepemilikan aset lidak/belum didukung bukli yang sah 5 6,9,12
15 | Pengalihan anggaran antar WAK lidak sah 59
16 | Pelampauan pagu anggaran 56,912
06 Indikasl tindak pidana
01 | Indikasi tindak pidana korupsi 5 11,12
02 | Indikasi lindak pidana perbankan B 11, 12
03 | Indikasi tindak pidana perpajakan 8, 11,12
04 | Indikasi lindak pidana kepabeanan 5 11,12
05 | Indikasi tindak pidana kehulanan 81117
068 | Indikasi tindak pidana pasar modal 8.1%.12
07 | Indikasi lindak pidana khusus lainnya




Tamuan kelemahan sistem pengendalian Intorn
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01 Kelemahan sistam pengendallan akuntansi dan
pelaporan ;
01 | Pencatalan lidak/belum dilakukan alau tidak akurat , 56,7
02 | Proses penyusunan laporan {idak sesuai ketentuan. 56,138
03 | Enlitas terlambal. menyampaikan laporan 0, %
04 | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadar (R E
505 | Sistem informasi akUntansi dan pelaporan belum didukung 8,13
x| SDM yang memadai
02 A Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
| pendapatan dan bslanja
01 | Perencanaan kegiatan tidak memadaj 5.9 13
02 | Mekanisme pemungulan, penyetoran dan pelaporan serta 5,9,13
penggunaan Penerimaan negara/daerah/perusahiaan dan
| hibahlidak sesuai kelentuan
03 | Penyimpangan lerhadap peraturan perundang-undangan 5,9,13
bidang teknis ferentu alau ketentuan inlern organisasi'yang
diperiksa tentang pendapalan dan belanja ;
04 | Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD 7,9
05 | Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum 5.9 711
‘ dilakukan berakibat hilangnya potensi
| penerimaan/pendapatan o
06 | Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat alau belum 5,48 11
| ditakukan berakibat peningkatan biaya /belanja
07 | Keiemahan pengelolaan fisik aset 8, 4,8 12
03 | Kelemahan struktur pengendalian intern
01 | Entitas tidak memiliki SOP yang formal unlui suatu prosedur g 43
atau keseluruhan prosedur
02 | SOP yang ada pada enlilas lidak berjalan secara optimal 5,13
atau lidak ditaati
03 | Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern 9,10
04 | Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak 5, 16
berjalan optimal
05 - | Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai 9, 10
Temuan 3E
01 Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan
01 | Pengadaan barangf/jasa melebihi kebutuhan 5.9
02 | Penetapan Kualitas dan kuantitas barang/jasa yang 5,913
digunakan tidak sesuai standar
03 | Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau 5,8, 12
kemahalan harga
02 Ketidakefisienan -
01 | Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih 5,9, 13
besaritinggi dari yang seharusnya
02 | Penggunaan kualitas inpu! untuk satu saluan oufput lebih 5,9 13
tinggi dari seharusnya
03 Ketidakefektifan
01 | Penggunaan anggaran tidak tepal sasaran/tidak sesuai 59
peruniukan
02 | Pemanfaatan barang/jasa dilakukan {idak sesuai dengan 5,912
rencana yang ditetapkan
03 | Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanraatkan 5,.9,1
04 | Pemanfaatan barang/jasa.tidak berdampalk terhadap 5.9 1
pencapaian tujuan organisasi
05 | Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga 59 1
mempengaruhi pencapaian (ujuan organisasi
06 | Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal 58,8, 11,13
07 | Fungsi alau lugas instansi yang diperiksa tidak 5,8, 8, 11, 13
diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan
tidak tercapai
08

Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif
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Lampiran 2.2 Kode Atribut Rekomendasi

Kel ?&? | Jenis Deskripsi ,
00 | KODE REKOMENDAS!
01 | Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyararakat
- 02 | Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat
17,034 | Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian
" e | barangl/jasa oleh rekanan '
04 | \Penghapusan barang milik negara/daerah
05 | Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian
08 | Perbaikan laporan dan penertiban administrasitkelengkapan administrasi
07 | Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan ,
08 | Peningkatan kualitas dan kuanlitas sumber daya manusia pendukung sistem
pengendalian
09 | Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan
10 | Perubahan alau perbaikan strukiur arganisasi
11 | Koordinasi antarinstansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada
instansi yang berwenang )
12 | Pelaksanaan penelifian oleh tim khusus atau audit lanjulan oleh unif pengawas
infern
13 | Pelaksanaan sosialisasi
14 | Lain-lain




walsis cmt‘m.mhmwox uyenwsal

vesnjesod depeysal ﬁmwwﬂwé

AuxivLdn mmkmmﬁmw
LONYINYYSHIITWA NISYH ISYINLIdTAS

(9) yejwor gns
R

a¢ yenwsaj
ITI... * B

¥ YB3
waju ueyepuabuad waysis ueygwaey UMl

’ 13
uesnpesed depeipa; ueyniedyepia yeRwEL

o

LIGNYINVYSHiddWgd qisvH 1SV TNLIdTH Ll

(v} yejwnr gng

e

g¢ uenwal
Il R

wa
wayy uelepuabuad walsis uzyewa(@y UEN +
fue e

uesnjesad depeytal peyniedyepidd uenws |

ETNEEICELER

/ Y
LICAVINYYSHIHANIG NS VH 1Sy LI

--NYONVHILIH

(dy) | ueseg | uenwazy | {dY) uejeg yenwa | (dy) | ueses | uenwe]

elN e e {EIIN e we 1elIN o o

(dy) | uvereg | uenwa|

N I wp

uenusa ] YodwiodH
[

ueesyuawad anxmc_w\itx!\\tznl

LLOPNYTVANILIO (LOFNYIVANILIG
wN13g NYOREL §3508d WYTYa NVANILL SIS

NYVYSHIHIRES

TUSYH NVOWS L

e

WISIYH

= aad Isisod

MANNIVT didY [ dMdS / 18-MdE © LIANY/INVYSHIYMINTD TISVH

VANLOCNY T MYANIL NVA LIANVY/NYYSHIYIWEL TISYH NVAWIL SNLVLS

eAujnfue Yepuif uep JIpAY/UBESHUSWD [1SBH uenu@

2poy

sryels ¢ ueadwen



uejeqe g BWeN

cdvosvsenasrtasenrarornsrasiavaneat bedesersravoanarvve

ueduesa}ay wWejoy uedusp RUedip nnfuep 2pup PNS UBNWAY WIojK} LE3UAP E00T UNYRL 670N NYJ UDLULAY URICWR] URSUID {BNS53S [IQRL 4.

npzd y2piy dueA 13100

-

& - 2 - - # - 2 = = - = = - (3) yejwnp gng \
3¢ venws § £ . ~’
watu usiepuabuad W9ISIS UBYRUISSY UBNWUSB | z
ueinierad depeyia) ueynjedyeppay venws | 1
(isp

EXIVL O°S ¥31S3W3S LIGNVINVYSHIMIWId -
NSYHISYINLIIYAIY OUI¥S

5 (@) yepunp gng

¢ usnws | g

waju ueiepuabuad wa)sIS UBYBWAEY UBNWA | Z
vesnjesad depeya; ueyniedyepis) uenwsa | 1
{-xl vt ¥3LISIWIS -
LIANYINYYSHIM3WTd 1ISVH ISVTNLIdUXIY
# d - - - - - g s . = g - & - (2) yeuar gng
3¢ uenwa £
‘ - B . wia1ul ueljepuasuad
.va ueseg | uenwaj | {(dy) ueleg uenws| | {dy) | uereg | uvenws) | (dy) | uereg | uenursj uvenwa} yodwola
12N e “jwp 1BiN wy e (efiN ‘g ur 1BiIN | up g ueesyuawad dnybury R
-~ NYONVYILIN _‘vﬁﬁﬂ_m«mﬁwﬁ BE5084 WYIVA NvAAL e ﬁw@mxﬁmﬂ% WIS dVH




